BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tindak Pidana

Berbicara mengenai perbuatan pidana tidak terlepas dengan akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik akibat secara individu maupun
kelompok masyarakat. Secara yuridis, tidak semua perbuatan manusia dapat
disebut sebagai tindak pidana, hanya perbuatan manusia yang dilarang dan
diancam hukuman dalam Undang-undang sebagai tindak pidana. (Muhammad
Yusuf Siregar, 2015).

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari
terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata
yang dipergunakan untuk menterjemahkan strafbaarfeit oleh sarjana sarjana di
Indonesia antara lain tindak pidana, delict, perbuatan pidana.

Menurut Lamintang mengenai tindak pidana tersebut Pembentuk undang-
undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang
dimaksud dengan strafbaarfeit, maka timbulah di dalam doktrin berbagai
pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit
tersebut (Lamintang, 2000).

Dari sekian banyak pandangan mengenai istilah apa yang paling tepat
untuk “strafbaarfeit”, pembentuk undang-undang akhirnya menyatakan bahwa

istilah yang cocok untuk strafbaarfeit tersebut adalah tindak pidana.



Berkaitan dengan pengertian tindak pidana, dikenal dua pandangan, yaitu
pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis menjelaskan
bahwa didalam pengertian perbuatan pidana / tindak pidana sudah tercakup
didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban
pidana / kesalahan (criminal responsibility). Sedangkan dalam pandangan
dualistis, memberikan pandangan bahwa dalam tindak pidana hanya terdapat
perbuatan yang dilarang (criminal act), dan pertanggungjawaban pidana /
kesalahan (criminal responsibility) tidak menjadi unsur tindak pidana.

Tindak pidana adalah Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 2000).

Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut, unsur-unsur yang harus
dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana adalah:

1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun
perbuatan negatif (tidak berbuat).

2) Diancam dengan pidana

3) Melawan hukum

4) Dilakukan dengan kesalahan

5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana adalah Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat
melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan dan juga tindak pidana adalah

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.



Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah
perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melangggar larangan
tersebut. Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut, unsur-unsur yang harus
dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana adalah:

1) Adanya perbuatan (manusia)
2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
3) Bersifat melawan hukum.

Dalam hukum positif stafbaarfeit tidak lain feit (tindakan) yang diancam
pidana dalam ketentuan undang-undang dan dalam hukum positif sifat melawan
hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Jika
dicermati secara seksama, terdapat persamaan dalam pandangan monisme dan
dualisme. Baik pandangan monisme dan dualisme, keduanya mengharuskan
bahwa untuk adanya pidana harus terdapat tindak pidana (criminal act) dan
pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Adapun perbedaannya telah

dijelaskan pada penjelasan sebelumnya (Lamintang, 2000).

2.2. Pengertian Korupsi

Di dalam Black’s Law Dictionary dalam bukunya Marwan Effendi
menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu Suatu perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan
kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan

jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya



sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari
pihak lain (Marwan Effendi, 2012).

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi
berasal dari kata corrupteia yang dalam bahasa latin berarti bribery atau seduction.
Bribery diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut
berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, seduction diartikan sebagai
sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara.

Pengertian korupsi secara harafiah menurut mengartikan kata korupsi
sebagai perbuatan busuk, rusak atau dapat disuap (John Echols, 1977). Sedangkan
arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia,
disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk
seperti penggelapan uang, penerimaan wuang sogok dan sebagainya
(Poerwadarminta,2007).

Beberapa pengertian dalam sudut pandang etimologi tersebut pada
akhirnya nampak bahwa korupsi memiliki pengertian yang sangat luas.
Sependapat dengan ini adalah pengertian dari Encyclopedia Americana yang

dikutip dalam bukunya Andi Hamzah yaitu Korupsi adalah suatu hal yang sangat
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buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan
bangsa (Andi Hamzah, 2005)

Beberapa sarjana mencoba mendefinisakan korupsi, Baharudin Lopa
mengutip pendapat dari David Chalmer menguraikan arti istilah korupsi dari
berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan
dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangut bidang kepentingan
umum (Evi Hartanti, 2007).

Sedangkan Sudarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya
sebagai berikut:

1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau  suatu badan.
2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum.

3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara
dan / atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka
oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
(Evi Hartanti, 2007).

Selain itu, perlu diperhatikan mengenai pernyataan dari World Bank yang
dikutip dalam bukunya Marwan Effendy berdasarkan hasil penelitiannya yang
menjelaskan bahwa Korupsi adalah An Abuse Of Public Power For Private Gains
atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
(Marwan Effendi, 2012).

Dalam sudut pandang normatif, pengertian korupsi dapat dilihat dalam
Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi melalui
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unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam
Pasal 2 ayat (1) adalah:
1) Melawan hukum,
2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekomian negara.
Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah:
1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan,
3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi korupsi mengandung dua unsur yang mana terdiri dari
penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para
pejabat atau aparatur negara dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di
atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan
(Mochtar Lubis, 1995).

Korupsi sebagai suatu tindakan pengkhianatan (pengingkaran amanah).
Melihat sifat korupsi yang seperti itu, maka upaya untuk mendefinisikan korupsi
cenderung memiliki masalah pada dirinya sendirinya. Disadari atau tidak, upaya
untuk mendefinisikan korupsi hampir selalu terjebak ke dalam dua jenis standar
penilaian yang belum tentu akur satu sama lain, yaitu norma hukum yang berlaku
secara formal, dan norma umum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. (Alatas,

1999).
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Akibatnya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi secara
hukum, belum tentu dikategorikan sebagai perbuatan tercela bila ditinjau dari segi
norma umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, suatu
perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi dalam pandangan norma umum,
belum tentu mendapat sanksi yang setimpal secara hukum. (Mochtar Lubis,
1995).

Bertolak dari masalah pendefinisian korupsi yang cukup rumit tersebut,
tanpa sengaja kita sesungguhnya dipaksa untuk memahami korupsi sebagai suatu
fenomena dinamis yang sangat erat kaitannya dengan pola relasi antara kekuasaan
dan masyarakat yang menjadi konteks berlangsungnya fenomena tersebut.

Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan
(crime), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh
pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta
memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-
undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah
semacam Hukum Pidana Korupsi pada sejumlah Fakultas Hukum.

Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah
politik, khususnya korupsi besar (grand corruption) dilakukan oleh para politisi
yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini
kemudian melahirkan matakuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi
Politik pada sejumlah fakultas llmu Politik.

Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah

sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua
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sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap
sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain mata
kuliah Sosiologi Korupsi di sejumlah program studi Sosiologi atau Fakultas lImu
Sosial.

Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari
leahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang
harus dilakukan adalah memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam
diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi. (Kemendikbud,

2011).

2.3. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan, oleh karenanya terdapat alasan-alasan
atau sebab-sebab mengapa orang melakukan perbuatan korupsi. Andi Hamzah
membuat hipotesis mengenai sebab-sebab korupsi sebagai berikut:
1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan
kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia;
3) Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien;
4) Modernisasi

Marwan Effendy turut mengambil bagian dalam menemukan jawaban dari
sebab-sebab korupsi, dengan berangkat dari pengertian korupsi yang disampaikan
menyatakan bahwa Korupsi adalah perbuatan tidak etis yang merusak sendisendi

pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh minimnya integritas, sistem karier
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dan penggajian yang tidak berbasis Kinerja serta standar pelayanan minimal dan
perilaku masyarakat yang serba instan dalam setiap urusan (Marwan Efendi,
2012).

Dalam buku terjemahan Kimberly Ann Elliot berpandangan bahwa
Korupsi disebabkan sebagai akibat dari perubahan politik secara sistematis,
sehingga memperlemah atau mengahancurkan tidak saja lembaga sosial dan
politik, tetapi juga hukum (Kimberly Ann Elliot, 1999).

Pendapat mereka tersebut nampak terbukti dalam perubahan politik di
Indonesia yang kini sedang dalam tahap reformasi. Sebelum reformasi atau ketika
orde baru, korupsi menjadi sistemik dan hierarkis. Kemudian dengan jatuhnya
orde baru yang kemudian munculnya pengenalan sistem pemilihan umum yang
baru di tahun 1999 dan implementasi desentralisasi di tahun 2001 membuat pola
korupsi era orde baru menyusut, tetapi dalam perkembangannya justru korupsi
dalam skala kecil semakin meningkat karena pemain lama yakni para pejabat
kakap sudah absen. Meningkatnya korupsi dalam skala kecil ini melah ternyata

telah membuat suatu budaya yang dapat memaklumi keikutsertaan dalam korupsi.

2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat
dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut

ini unsur-unsurnya Pasal 2 Ayat (1) : “setiap orang yang secara melawan hukum
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melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana
korupsi yaitu :

a. Setiap orang.

b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

c. Dengan cara melawan hukum.

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur dilakukan dalam keadaan tertentu.
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan
alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00
(lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi

yaitu :
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a. Setiap orang.

b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan.

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2.5. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah :

a. Pegawai Negeri

Pengertian pegawai negeri (ambtenaar) pada Undang-undang nomor 20
tahun 2001 mengalami perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang
dimaksud pegawai negeri adalah Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Tentang Kepegawaian.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan Undang-undang nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah : “Setiap warga Negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau
diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita

Undang Undang Hukum Pidana.
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b. Korporasi

Korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketika
suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka terdapat 3 sistem
pertanggungjawaban korporasi, yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat dan
penguruslah yang bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai
dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi
pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan
korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus
korporasi.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Korporasi
sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Ini ditandai dengan
pengakuan yang timbul dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak
pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu
menjadi tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatkan secara tegas
dalam peraturan tersebut. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang
bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang
bertanggungjawab merupakan tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam
system ini  memungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta
pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

c. Setiap Orang



18

Yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan Undang-undang nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau
termasuk korporasi. Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai
pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah
maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara.

2.6. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi yang sering
terjadi di Indonesia (Lilik Mulyadi, 2007).

a. Tindak pidana korupsi jenis pertama
Yang dimaksud korupsi jenis pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan
Negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang nomor
31 Tahun 1999, yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

b. Tindak pidana korupsi jenis kedua
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Korupsi jenis kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan
penyalahgunaan kewenangan, korupsi ini telah diatur pada Pasal 3 Undang-
undang nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

c. Tindak pidana korupsi jenis ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-undang nomor
20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat berbagai jenis tindak
pidana korupsi diantaranya :

- Korupsi yang bersifat penyuapan

Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya
pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan
diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No.20 tahun
2001 yang merupakan eks pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pasal

209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.
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- Korupsi yang bersifat kecurangan

Yang dimaksud korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi yang
dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang melakukan
kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang yang membahayakan
kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara. Hal ini
diatur dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan eks
pasalKitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal
435.

- Korupsi yang bersifat penggelapan

Penggelapan dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan seorang
pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaan yang
dimilikinya melakukan penggelapan atas uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil
atau dirusak orang lain, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan
merugikan keuangan Negara. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan
Pasal 10 Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417.

- Korupsi yang bersifat pemerasan.

Dalam tindak pidana korupsi, pemerasan merupakan tindakan pegawai
negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaannya memaksa orang
lain memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini diatur
padal Pasal 12 huruf (e) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001.

- Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi
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Yang dimaksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiahyang diterima
oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya
gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa
bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-undang nomor 20 Tahun 2001.

2.7. Definisi Pidana Tambahan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 10 menyebutkan ada dua jenis
Pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana
mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas
pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan
hakim. Terkait jenis pidana diatas akan diuraikan dibawah ini :
1. Pidana Mati

Sanksi yang terberat yang berlaku dalam hukum di Indonesia ialah Pidana
Mati. Sanksi ini hanya berlaku untuk beberapa tindak kejahatan yang tertuang
didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal. Seorang Ahli Hukum
Adami Chazawi berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan
pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja,
yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :
a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2,

124 ayat 3 jo 129):
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b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan
dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;

C. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat
memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)

d.  Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

Di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati
diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Militer , Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta
Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan
Presiden tanggal 27 April 1964 Lembaran Negara Tahun 1964 bahwa eksekusi
pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau
perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu
tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan
memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan
kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk
membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota
masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pasal 12 Kitab undang-undang Hukum Pidana, diatur mengenai
lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

(1) Hukaman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
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(2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-
lamanya lima belas tahun berturut-turut.
(3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan
penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman
ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.
(4) lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh
tahun.
3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana
penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan
sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang
sebagaimana telah diatur dalam Buku Ill Kitab Undang-undang Hukum Pidana
serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja
sebagaimana yang telah diatur dalam Buku Il Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

Menurut pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana kurungan
minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu
tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali
melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana
penjara (Adami Chazawi, 2002), yaitu :

1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
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2)  Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi
tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun
yang karna alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20
tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun
4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari.
Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana
tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung
dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untu
menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan
lebih ringan dibanding narapidana penjara.
4)  Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani
pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (pasal 28).
5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak
ditahan, vyaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan
tetap)dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi
dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga
pemasyarakatan.

Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah :
a. pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara
dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa.
b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair

(pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
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c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
d. Perbedaan berat ringan pemidanaan.
e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
f.  Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki
keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana
penjara ini tidak ada.
4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah
ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai
pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam
dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku Il Kitab Undang-undang
Hukum Pidana hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana sedangkan dalam pelanggaran pada Buku Ill hanya terdapat 40
pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila
denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3)
lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30
ayat (4), pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengan rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-

tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari lamanya.
Selanjutnya pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana

kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika
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terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52,
menurut pasal 31, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti
denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang
ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna Kitab Undang-undang
Hukum Pidana tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar
denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar
denda tersebut.
5. Pidana Tutupan
Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima
pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a.

Mengenai pidana tutupan (Adami Chazawi, 2002), menyatakan bahwa
Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang
menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia,
pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan
Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 1948 dalam
hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli
1946.

Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:

1. Pencabutan Hak Tertentu
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Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang
terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya
dimaksudkan sebagai upaya mendegrdasikan martabat seseorang sebagai warga
negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi
warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak
perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah
melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hak-hak

yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :
1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-
undang umum.
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh
Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas menjadi curator atau menjadi
curator pengawas atas orang lain dan anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri ;
6. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah
sebagai berikut :

1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.
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2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-
kurang’nya dua tahun dan selam-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman
utama.
3. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurang’nya dua tahun dan
selama-lama’nya lima tahun.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk
mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan
barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimushahkan atau dijual untuk
negara.

Menurut penjelasan pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(R.Soesilo, 1981 : 49), barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua
macam :

a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal’nya
uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang
didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut corpora
delicti, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari
kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh
dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang
ditentukan.

b. Barang-barang(termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakaiuntuk
melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan

senagaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk
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menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut instrumenta delicti,
barang-barang ini dapat dirampas pula,akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat
bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan
kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak
dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat
dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
menyatakan bahwa sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu
dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh
hakim , misalnya melalui surat kabar, radio,televisi, ditempelkan di tempat umum
sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat
dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan
hukuman di tanggung oleh Negara.

Mengenai pengumuman putusan hakim (Adami Chazawi. 2002)
menyatakan bahwa :

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan
sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak
melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah
memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan
berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak

menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).
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2.8. Definisi Hak Politik dan Uang Pengganti

Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar
(basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya
oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat
(1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) Undang-undang dasar 1945.
Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya
diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan Undang-
undang Dasar 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala
bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih
setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden
(Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari
ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-
undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya
mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang
seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya,
sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk

pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam Undang-undang Dasar
1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat
(3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap
warga negaranya, khusunya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam

pesta demokrasi.
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International Covenant On Civil And Political Rights 1966 berkaitan
dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa setiap warga
negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan
apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam
menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-
wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada
pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta
diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para
pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk
mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar
persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik,
memilih dan di pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan
dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga
Negara.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih
dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43
ayat (1) Undang-undang ini, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk
dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kedua ketentuan pasal di atas
jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga

Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.
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Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnyasistem negara
bangsa yang dilembagakanke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang
berkaitandengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalambentuk
partisipasidengan memberikan hak pilihpada saat pemilihan berlangsung. (Fuad
Fachruddin. 2006).

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana
korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli hukum
yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan peristilahan
uang pengganti tidak memberikan defenisi yang jelas tentang apa itu uang
pengganti. Dalam Pasal 34 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan
Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya
mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain
yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 24 Tahun 1960 tentang
Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen ini
kemudian diteruskan dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 yang

menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu



33

pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian uang pengganti menurut Pasal 34 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sesungguhnya adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum
perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan
pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang

timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

2.9. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
Nilai dan Prinsip anti korupsi akan diuraikan dibawabh ini :
1. Kejujuran
Berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan
maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai
buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan.
Jujur ilah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi,
karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam
berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial.
2. Kepedulian
Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan.
Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal
yang berkembang didalamnya.

3. Kemandirian
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Mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak
bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai
suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tampa
kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.

4. Kedisiplinan

Disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya untuk
mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari
disiplin ialah seseorang dapat mencpai tujuan dengan waktu yang lebih efisien.
Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dngan nilai-nilai antikorupsi lainnya
yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal.

4. Tanggung jawab

Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya. Seseorang Yyang memiliki tanggung jawab akan memiliki
kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat
menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik akan
mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

5. Kerja Keras

Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan
terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian,
ketabahan, keteguhan dan pantang mundur.

6. Kesederhanaan
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Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup
boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana,
seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.

7. Keberanian

Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan
membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan
sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan
keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan
akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat.

8. Keadilan

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuali
dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak
melanggar hukum.

Sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja.
Dalam  pelaksanaannya,  akuntabilitas  harus  dapat  diukur  dan
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban
atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses
pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara
langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

2. Transparansi
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Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari
transparansi dan mengharuskan semua proseskebijakan dilakukan secara terbuka,
sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi
menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural
kelembagaan. Dlam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada
keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust)
karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang
sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa
mendatang.

3. Kewajaran

Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya
manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up
maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran
ini terdiri dari lima hal penting komperehensif dan disiplin, fleksibilitas,
terprediksi, kejujuran dan informatif.

4. Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti
korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa
berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang
desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat
memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan

penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.
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5. Kontrol kebijakan
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-
betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan
berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu
melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan
pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif
kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu

mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

2.10. Teori dan Konsep Keadilan Hukum

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara
mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis,
menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan
oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum menurut teori
ini bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat
tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai
dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi
dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada
akhirnya bagi praktek hukum.

Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah
menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai
pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan

untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.
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Pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum
diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang
sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas
pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan
dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya
bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma
keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu
yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma,
untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu
perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal
ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau
tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-
pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak
yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak
masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh
ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum,
memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi
manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan,
prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan

masyarakat.
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Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan
merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian
dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan
bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan
keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak
tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari

apa yang oleh masyarakat dianggap adil.



